
 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peradilan profesi terhadap Polisi pelaku tindak pidana penipuan yang dilaksanakan 

oleh POLDA DI Yogyakarta telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Perkap No 14 

Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI yang berbunyi, " Sanksi administratif 

berupa rekomendasi PTDH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) 

huruf a sampai huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih 

dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai 

dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ".  

2. Kendala yang dihadapi oleh POLDA DI Yogyakarta dalam penerapan Undang-

undang dan peraturan terkait dalam peradilan profesi adalah sidang KKEP dan 

putusan sidang KKEP harus menunggu adanya putusan tetap/inkracht bagi anggota 

POLRI yang melakukan tindak pidana dalam peradilan umum dengan batas waktu 

yang tidak bisa ditentukan/diestimasi dengan tepat. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal- hal 

sebagai berikut: 

1. Hendaknya POLDA DI Yogyakarta memiliki keterbukaan publik terhadap peradilan 

profesi terhadap Polisi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan, 



 

 

 

dimana Kepolisian memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengayomi 

masyarakat. 

2. Hendaknya POLDA DI Yogyakarta khususnya Bid.Propam dalam penyelidikan 

pelanggaran kode etik profesi tidak menunggu putusan peradilan umum yang 

tetap/inkrahct karena apabila peradilan umum telah memberikan putusan yang 

tetap/inkracht sudah dapat dipastikan hasil putusan peradilan profesi mengikuti hasil 

putusan peradilan umum, padahal penyelidikan kode etik profesi yang diawali dengan 

audit investigasi dimulai dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi. 

Penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh 

anggota Kepolisian merupakan sebuah dugaan adanya pelanggaran kode etik profesi. 
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